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Abstract: Among the models of "joint ownership 
agreements" are agreements between persons holding 
common land rights that agree that only one person is 
named in the certificate (called a nominee) while the other 
is not included in the certificate (called a beneficiary). This 
paper answers questions ranging from (1) legal protection 
to beneficiaries of bad faith nominee, and (2) legal 
settlement in the event of a dispute between nominee and 
beneficiary. The conclusions of this paper are (1) the 
protection of the law for the beneficiary of the harm done 
by the nominee can be done through the means of 
repressive law protection, namely dispute settlement in 
court, and (2) the legal settlement of the dispute between 
the nominee and the beneficiary may be settled through 
litigation and non-litigation, (in the form of: negotiation, 
mediation, conciliation and arbitration). 
 
Abstrak: Di antara model “perjanjian kepemilikan 
bersama” adalah perjanjian antara beberapa orang yang 
memilik hak atas tanah bersama yang bersepakat bahwa 
hanya seorang saja yang namanya tertera dalam sertifikat 
(disebut nominee) sedang yang lain tidak dicantumkan 
dalam sertifikat (disebut beneficiary) Tulisan ini menjawab 
pertanyaan berkisar (1) bentuk perlindungan hukum bagi 
pihak beneficiary dari itikad tidak baik pihak nominee, dan 
(2) penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara 
nominee dan beneficiary. Kesimpulan dari tulisan ini adalah 
(1) pelindungan hukum pihak beneficiary dari tindakan 
merugikan yang dilakukan oleh nominee dapat dilakukan 
melalui sarana perlindungan hukum represif, yaitu 
penyelesaian perselisihan di pengadilan, dan (2) 
penyelesaian hukum sengketa antara pihak nominee dan 
pihak beneficiary dapat diselesaiakan melalui jalur litigasi 
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dan jalur non-litigasi, (yaitu: negosiasi, mediasi, konsiliasi 
dan arbitrase). 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian kemepilikan 
bersama, nominee, beneficiary 
 
A. Pendahuluan 
Tanah merupakan sumber daya alam yang penting 
untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan 
manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, 
tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana 
manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi 
segala kepentingan hidup manusia. 
Tanah merupakan sektor yang penting untuk 
keperluan pembanguan dalam rangka mencapai masyarakat 
yang adil dan makmur. Diperlukan andil negara dalam 
mengatur peruntukan tanah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 
selanjutnya disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
selanjutnya disingkat UUPA pun mengatur tentang Hak 
Menguasai dari Negara. Hak Menguasai Negara tersebut 
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.1 
Seiring dengan perkembangan, tanah menjadi salah 
satu wahana investasi yang sangat diminati oleh masyarakat. 
Dengan semakin bertambah nilai tanah membuat 
masyarakat semakin berminat untuk menginvestasikan 
                                                        
1 Penjelasan Umum Romawi I Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 
Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. 
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uangnya di bidang tanah. Untuk menjamin kepastian hukum 
adanya peralihan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan 
pada Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran tanah 
merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, 
berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu 
mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah 
tertentu, pengplahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk tanda 
buktinya dan pemeliharaannya2. 
Pembuktian hak atas tanah oleh perorangan atau 
badan hukum dapat dilakukan atau ditunjukkan dengan 
berbagai macam alat bukti. Adapun bukti yang terkuat 
adalah memalui sertifikat tanah yang merupakan tanda 
bukti terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 hurf (c) UUPA, yaitu 
Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik 
dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap 
benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat 
bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain 
sertifikat. 
Hak atas tanah dapat dimiliki oleh seorang atau lebih 
dari seorang, sehingga pada sertifikat hak atas tanah dapat 
tercantum satu atau lebih pemegang hak. Hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama 
beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu 
sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak 
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak 
bersama yang lain, Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 
ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah mengatur: “Mengenai hak atas tanah atau 
hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama 
                                                        
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 
Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: 
Djambatan, 2008), h. 72. 
Cholif Chomsyah Rozaly Mashudi - Habib Adjie 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
375 
beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu 
sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak 
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak 
bersama yang lain.” 
Artinya, di dalam satu sertifikat boleh ada beberapa 
nama pemilik dari hak atas tanah tersebut. Bahkan dalam 
pasal tersebut, tidak diberikan batasan berapa nama yang 
diperbolehkan sebagai pemilik dari hak atas tanah tersebut. 
Dalam prakteknya terdapat juga perjanjian antara 
beberapa orang yang memilik hak atas tanah bersama yang 
bersepakat bahwa hanya seorang saja yang namanya tertera 
dalam sertifikat sedang yang lain tidak dicantumkan dalam 
sertifikat, namun keduanya telah membuat perjanjian 
mengenai kepemilikan bersama atas tanah milik bersama 
tersebut. Perjanjian tersebut kemudian mengatur mengenai 
hak-hak dan kewajiban maupun larangan dan pembolehan 
atas tanah bersama dalam perjanjian tersebut. 
Perjanjian sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam 
Perjanjian Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya 
pada tanggal 04 Oktober tahun 2004 antara sesama warga 
Negara Indonesia, dimana pemilik yang satu memiliki 2/3 
bagian sedang yang lain memiliki 1/3 sisanya. Untuk 
melindungi hak masing-masing orang, mereka sepakat 
membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa tanah 
tersebut dibeli secara bersama-sama dengan presentase 
tertentu dari masing-masing pihak, untuk selanjutnya 
perjanjian ini akan disebut Perjanjian Kepemilikan Bersama. 
Tanah tersebut milik bersama, terdapat hak para pihak 
dalam tanah tersebut. Jadi yang dimaksud Perjanjian 
Kepemilikan Bersama dalam penulisan ini adalah perjanjian 
atau kontrak dimana para pihak (dalam hal ini para pihak 
sama-sama berkewarganegaraan Indonesia) sepakat bahwa 
tanah tersebut dibeli secara bersama-sama dengan 
presentase tertentu, sehingga untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap hak atas tanah tersebut pihak satu wajib 
mendapat persetujuan dari pihak yang lain. 
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Pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah 
tersebut, mereka sepakat pemegang hak dalam sertipikat 
hanya 1 (satu) orang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 
dalam melakukan perbuatan hukum apabila salah satu pihak 
tersebut berada di tempat yang jauh yang tidak 
memungkinkan untuk hadir secara langsung maupun 
memberikan persetujuan dan kuasa secara tertulis untuk 
melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan pemegang 
hak dalam sertipikat hanya satu orang, pihak satu dengan 
persetujuan lisan dari pihak satu lainnya dapat melakukan 
perbuatan hukum terhadap tanah tersebut tanpa harus 
dengan kehadiran pihak satu lainnya. 
Perjanjian ini juga memungkinkan dibuat untuk 
mencari jalan keluar dari larangan-larangan yang telah 
ditentukan oleh pemerintah. larangan-larangan itu 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam peraturan Daerah Kota 
Surabaya pajak beli tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) dikurangi NPOPTKP Rp. 75.000.000 dikali 5% untuk 
pembelian tanah pertama, dan pada pembelian kedua dan 
seterusnya ditahun yang sama Pajak beli tanah adalah 5% 
dari NJOP tanpa dikurangi NPOPTKP sebesar Rp.75.000.000. 
Untuk mendapat pengurangan NPOPTKP tersebut, 
orang yang melakukan pembelian tanah kedua dan 
seterusnya pada tahun yang sama dapat melakukan 
kecurangan dengan tidak mencantumkan namanya dalam 
sertifikat, tetapi hanya mencantumkan pemilik sebagian 
yang lain dalam sertifikat dengan membuat perjanjian 
kepemilikan bersama. Kecurangan semacam ini dapat terjadi 
dalam perjanjian kepemilikan bersama.  
Adapun perjanjian kepemilikan bersama ini muncul 
karena adanya asas kebebasan berkontrak yang 
memberikan kebebasan untuk setiap orang menentukan 
bentuk dan isi dari suatu perjanjian tersebut, dengan asumsi 
bahwa tidak ada peraturan tersendiri yang mengatur 
mengenai Perjanjian Kepemilikan Bersama tersebut.  
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Tulisan ini hadir sebagai upaya untuk mengetahui 
dua hal, yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum bagi pihak 
beneficiary dari itikad tidak baik pihak nominee, dan (2) 
penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara 
nominee dan beneficiary. 
 
B. Perlindungan Hukum Pihak Beneficiary dari Itikat 
Tidak Baik Pihak Nominee 
1. Perjanjian Kepemilikan Bersama 
Perjanjian kepemilikan bersama berpangkal dari teori 
tentang kepemilikan atas suatu benda, bahwa 
benda/bangunan dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang, 
atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah kepemilikan 
bersama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-
undang Nomor 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
Selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2011. 
Dalam peraturan perundangan-undangan di 
Indonesia dikenal kepemilikan bersama yaitu: 
a. Tanah Bersama 
Pada Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tanah 
bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas 
dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya 
berdiri Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam 
persyaratan izin bangunan. Yang dapat dijadikan tanah 
bersama dalam pembangunan Rumah Susun adalah 
tanah-tanah yang berstatus/bersetipikat hak milik, HGB 
atau hak pakai. 
Mengingat penyelenggara pembagunan 
(pengembang) berbadan hukum, maka tanah bersama 
itu akan bersetipikat induk HGB, yang natinya HGB 
tersebut tidak dipecah tetapi akan diberi keterangan 
bahwa HGB tersebut telah melahirkan beberapa 
Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM 
SRS) dan tidak dapat dialihkan atau dijaminkan. 
b. Bagian Bersama 
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Pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2011 
menyatakan Bagian bersama adalah bagian Rumah Susun 
yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian 
berssama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan 
rumah susun. Bagian bersama Rumah Susun (melekat 
pada struktur bangunan). Contoh: fondasi, atap, lobi, lift, 
saluran air, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi. 
c. Benda bersama 
Pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 20 Tahun 2011, 
Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan 
bagian Rumah Susun (tidak melekat pada struktur 
bangunan), tetapi dimiliki bersama secara tidak terpisah 
untuk pemakaian bersama.3Contoh : tanah, tempat 
parkir, kolam renang yang di luar struktur, dan lain-lain. 
Dalam BW mengenal dua macam bentuk kepemilikan 
bersama, yaitu hak milik bersama yang terikat 
(gebondenmedeeigendom) dan hak milik bersama yang 
bebas (vrije medeeigendom).4 
Hak Milik bersama yang terikat adalah kepemilikan 
bersama atas suatu benda yang tidak didasari oleh kehendak 
para pihak untuk menjadikan benda tersebut sebagai suatu 
milik bersama, melainkan kepemilikan tersebut terjadi 
karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.5 
Jika pada milik bersama yang terikat, orang-orang 
yang memiliki benda tersebut secara bersama, sejak semula 
memang tidak bermaksud untuk memiliki suatu benda 
secara bersama, maka pada milik bersama yang bebas, 
merupakan tujuan para pihak dan dengan kesadaran 
mereka, untuk memiliki secara bersama suatu benda, 
                                                        
3 Urip Santoso,Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 92. 
4 Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut 
Pandang KUH Perdata, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 192. 
5 Ibid. 
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misalnya dua atau tiga orang bersama-sama membeli sebuah 
rumah dengan mempergunakan uang bersama.6 
Perjanjian Kepemilikan Bersama termasuk perjanjian 
tak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tidak 
mempunyai nama tertentu dan tidak diatur secara khusus 
dalam Buku III BW Bab V sampai Bab XVIII. Perjanjian ini 
muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. 
Perjanjian Kepemilikan Bersama ini belum ada 
pengaturan yang secara khusus dalam peraturan perundang-
undangan. Perjanjian ini lahir karena kebutuhan masyarakat 
agar perbuatan hukum ini diatur dalam suatu perjanjian 
sehingga jelas kewajiban-kewajiban para pihak. 
Pengaturannya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat dan putusan pengadilan atau yurisprudensi 
serta pengaturan perjanjian ini tidak boleh bertentangan 
dengan aturan-aturan umum yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Perjanjian Kepemilikan Bersama muncul karena 
adanya asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan 
itikad baik para pihak. Asas kebebasan berkontrak berkaitan 
dengan kebebasan para pihak menurut kehendaknya untuk 
membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan 
dirinya dengan siapapun yang dikehendaki. Asas ini 
mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan 
untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau 
kepentingan mereka. Ruang lingkup kebebasan dalam 
membuat perjanjian meliputi: kebebasan untuk membuat 
atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk 
menentukan bentuk dan isi perjanjian, dan kebebasan untuk 
menentukan cara pembuatan perjanjian. 
Sebagai suatu perjanjian, Perjanjian Kepemilikan 
Bersama adalah sah apabila perjanjian tersebut memenuhi 
syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 
BW. 
                                                        
6 Ibid, h. 200. 
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Perjanjian Kepemilikan Bersama yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah perjanjian antara nominee (pihak 
yang tercatat sebagai pemegang hak dalam sertipikat) dan 
beneficiary (pihak yang menunjuk nominee) yang 
menyatakan bahwa pihak nominee dan beneficiary dalam 
membeli hak atas tanah tersebut secara bersama-sama 
sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Oleh karena 
itu, beneficiary memiliki sebagian kepemilikan hak atas 
tanah berdasarkan presentase yang telah disepakati 
sedangkan sebagian sisa hak atas tanah menjadi milik 
pemegang hak dalam sertipikat, yang dalam hal ini adalah 
nominee. Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut, pihak 
beneficiary mempunyai hak terhadap sebagian hak atas 
tanah yang menjadi miliknya. 
 
2. Perlindungan Hukum Pihak Beneficiary  
Perjanjian kepemilikan bersama dalam perkara ini 
adalah perjanjian nominee yang dapat dikatakan sebagai 
perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura, sebab dalam 
perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanah yang dibeli 
adalah tanah milik bersama tetapi seolah olah hanya milik 
satu orang saja, sebab yang tertera dalam sertifikat hanya 
nama seorang saja, yang melakukan perbuatan hukum 
berkaitan dengan tanah tersebut juga hanya seorang saja, 
yaitu orang yang namanya tertera dalam sertifikat. 
Perjanjian semacam itu adalah merupakan perjanjian 
yang kontra letter, yaitu isi akta yang dibuat bertolak 
belakang, yang dalam hal ini akta yang dibuat tersebut 
bertentangan dengan sertifikat hak milik yang merupakan 
bukti yang sah atas kepemilikan hak atas tanah, sehingga 
perjanjian semacam ini termasuk perjanjian nominee. 
Dikatakan perjanjian nominee karena perjanjian tersebut 
adalah perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura, 
dimana para pihak yang memiliki tanah tersebut melakukan 
kepura-puraan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik 
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satu orang saja, padahal tanah tersebut adalah tanah milik 
bersama. 
Jadi ada pertentangan antara kehendak dari para 
pihak dengan kenyataan, sehingga perjanjian itu dapat batal 
demi hukum berdasarkan Pasal 1337 BW, yaitu suatu sebab 
yang terlarang. Sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan 
dapat meminta pembatalan akta tersebut. Dan perjanjian 
yang batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. 
Jika perjanjian kepemilikan bersama yang dalam hal 
ini adalah pejanjian nominee yang batal demi hukum 
sehingga dianggap tidak pernah ada, lantas bagaimana 
perlindungan hukum terhadap pihak yang namanya tidak 
tercantum dalam sertifikat tanah (beneficiary).  
Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu 
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 
represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan kedua 
pihak dengan cara membuat perjanjian yang mengatur 
mengenai hak dan kewajiban para pihak. jika perjanjian 
tersebut bermasalah, maka masih terdapat satu lagi 
perlindungan hukum, yaitu perlindugan hukum represif. 
Sebagaimana perlindungan hukum represif yang 
dikemukakan Philipus Mandiri Hadjon, yaitu “Perlindungan 
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga 
peradilan.” 
 
C. Penyelesaian Hukum Sengketa antara Nominee dan 
Beneficiary 
1. Pendaftaran Tanah 
Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, 
Pasal 19 UUPA telah mengatur ketentuan dasar pendaftaran 
tanah sebagai berikut: 
a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
didakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan peraturan pemerintah; 
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b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi: 
1) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- 
hak tersebut; 
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 
c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 
keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 
sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, 
menurut pertimbangan Menteri Agraria; 
d. Dalam peraturan peerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran, termaksud dalam 
ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian 
disempurnakan dengan PP 24 tahun 1997 yang mulai 
berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997 dan diatur dalam 
peraturan pelaksana yang lebih rinci yaitu Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
tahun 1997 (selanjutnya disebut PMNA/KBPN Nomor 3 
tahun 1997) yang juga mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 
1997. 
Pasal 1 angka 1 PP 24 tahun 1997 memberikan 
penjelasan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta 
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya. 
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Pengertian Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono 
yaitu sebagai suatu rangakaian kegiatan yang dilakukan 
secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, 
mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu 
mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada 
di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.7 
Pasal 2 PP 24 tahun 1997 menjelaskan mengenai asas-
sas yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran 
tanah antara lain: 
a. Asas sederhana yaitu dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokonya maupun prosedurnya dengan mudah 
dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama para pemegang hak atas tanah; 
b. Asas aman yaitu dimaksudkan bahwa penyelenggaraan 
pendaftaran tanah perlu diadakan secara teliti dan 
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu 
sendiri; 
c. Asas terjangkau yaitu dimaksudkan keterjangkauan bagi 
pihak-pihak yang memerlukan, khusunya dengan 
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 
ekonomi lemah; 
d. Asas mutakhir yaitu dimaksudkan kelengkapan yang 
memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan 
dalam pemeliharaan datanya; 
e. Asas terbuka yaitu dimaksudkan data yang tersimpan di 
kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata 
di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh 
keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 
Tujuan pendaftaran tanah sebagimana dijelaskan 
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah untuk menjamin 
keapstian hukum oleh pemerintah didakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
                                                        
7 Ibid., h. 209. 
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pemerintah. Adapun tujuan pendaftaran tanah sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 3 PP 24 tahun 1997, yaitu: 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan 
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar; 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Adapun mengenai objek pendaftaran tanah diatur 
dalam Pasal 9 PP 24 tahun 1997 antara lain : 
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; 
b. Tanah hak pengelolaan; 
c. Tanah wakaf; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun; 
e. Hak tanggungan; 
f. Tanah Negara. 
Berbeda dengan objek-objek pendaftaran tanah yang 
lain, tanah Negara pendaftarannya dilakukan dengan cara 
membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar 
tanah. Untuk tanah Negara tidak disediakan buku tanah dan 
karenanya juga tidak dapat diterbitkan sertipikat. Sedangkan 
objek pendaftaran tanah yang lain didaftar dengan 
membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah 
serta menerbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti 
haknya.8 
 
2. Sertifikat Tanah 
                                                        
8 Ibid., h. 476-477. 
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Sertifikat hak atas tanah merupakan produk akhir 
dari kegiatan pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA memberikan pengertian mengenai produk akhir dari 
pendaftaran tanah yaitu pemberian surat-surat tanda bukti 
hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 
13 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10 tahun 
1961) menjelaskan bahwa salinan buku tanah dan surat 
ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan 
suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada 
yang berhak. Kemudian diperjelas lagi dengan ayat 
selanjutnya Pada Pasal yang sama bahwa serifikat tersebut 
pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang 
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. 
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 PP 24 
tahun 1997 bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, 
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan 
yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan. Dari penjelasan-penjelasan yang 
terdapat pada peraturan-peraturan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
atas tanah yang didalamnya terdapat salinan buku tanah dan 
surat ukur yang berlaku sebagai alat pembuktian hak atas 
tanah yang kuat. 
Definisi sertifikat menurut Boedi Harsono adalah 
merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu 
pengakuan dan penegasan dari Negara terhadap penguasaan 
tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum 
yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan 
lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah 
tersebut.9  
                                                        
9 Ibid., h. 500. 
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Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti 
kepemilikan atas tanah yang kuat. Kekuatan pembuktian 
dari sertifikat dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 
1997, yaitu: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan. 
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum 
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 
sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-
kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat 
tersebut.” 
 
3. Penyelesaian Sengketa 
Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para 
pihak yang membuatnya. Sehingga para pihak harus menaati 
dan melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut. 
Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan 
saling tukar bertukar, namun pada kondisi tertentu 
pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya 
sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. 
Menurut Abdulkadir Muhamad, wanprestasi artinya 
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam 
perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian 
maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.10 
                                                        
10 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya 
Bhakti, 1992), h. 20. 
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Sedangkan Subekti mengatakan bahwa wanprestasi 
artinya peristiwa dimana si berhutang tidak melakukan apa 
yang dijanjikannya. Pelanggaran janji tersebut dapat 
berbentuk:11 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 
Apabila terjadi wanprestasi, maka ada salah satu 
pihak yang dirugikan. Oleh karena itu terdapat klausula 
penyelesaian sengketa dalam perjanjian. klausula ini 
dimaksud untuk mengatur para pihak apabila dikemudian 
hari terjadi sengketa, yang dalam hal ini terjadi wanprestasi. 
Pada umumnya penyelesaian sengketa yang dilakukan atau 
dipilih oleh para pihak adalah penyelesaian melalui jalur 
litigasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah 
penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. 
Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi 
kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa 
dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.12 Sedangkan 
penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
Penyelesaian sengketa selain dari proses litigasi yaitu 
penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi atau di 
luar pengadilan. Menurut Takdir Rahmadi, bentuk 
                                                        
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1987), 
h. 135-137. 
12 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2. 
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penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan 
adalah:13 
a. Negosiasi 
Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat 
pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling 
menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.14 
Menurut Suyud Margono negosiasi adalah komunikasi 
dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan 
pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 
kepentingan yang sama maupun yang berbeda.15 Sedang 
menurut Gary Godpaster negosiasi adalah proses upaya 
untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu 
proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan 
beraneka ragam.16 
Dalam hal perselisihan atau sengketa tidak dapat 
diselesaikan dengan cara negosiasi, maka atas 
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau 
perselisihan dapat diselesaikan dengan cara mediasi. 
b. Mediasi 
Mediasi berasal dari bahasa inggris yang berarti 
menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi 
merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, 
dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) 
bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk 
mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak 
berwenang untuk memutus sengketa tetapi hanya 
                                                        
13 Takdir Rahmadi, “Mediasi Lingkungan”, Makalah, Jakarta, 1997, h. 
31. 
14 Admin, “Negosiasi”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi, 
diakes 10/10/2017. 
15 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : 
Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 
h. 49. 
16 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 53. 
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membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dikusakan kepadanya.17 
Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 
perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang 
bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak 
(impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta 
diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang 
bersengketa.18 Menurut Jimmy Joses Sembiring mediasi 
adalah proses penyelesaian sengketa dengan 
perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang member 
masukan-masukan kepada para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat 
kewajiban para pihak untuk mantaati apa yang 
disarankan mediator. 
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa medaisi adalah 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 
melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak 
yang tidak mempunyai kewenangan memutus untuk 
membantu menyelesaikan masalah para pihak yang 
bersengketa. Adapun pihak yang netral yang membantu 
menengahi mediasi tersebut disebut mediator 
sebagaimana Pasal 1 angka 6 Perma nomor 1 tahun 
2008 yang menjelaskan bahwa mediator adalah pihak 
netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
c. Konsiliasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi 
adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan 
pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan 
                                                        
17 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 10. 
18 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 82. 
Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Tidak Tercantum Namanya 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
390 
menyelesaikan perselisihan tersebut.19 Menurut 
Gunawan Widjaja konsiliasi adalah suatu proses 
penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan 
seorang pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga 
yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa 
adalah seorang yang secara professional sudah terbukti 
kehandalannya.20 
Sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah 
suatu proses penyelesaian sengketa dengan 
menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang 
bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan 
(biasanya setelah mendengar para pihak dan 
mengupayakan agar mereka mencapai suatu 
kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu 
penyelesaian.21 
d. Arbritase 
Arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage 
(Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), 
dan arbitrage (Perancis yang artinya kekuasaan untuk 
menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau 
damai oleh arbiter atau wasit.22 Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut 
UU Nomor 30 tahun 1999) memberikan definisi bahwa 
arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yan dibuat secara tertulis oleh para 
pihak yang bersengketa. 
                                                        
19 Admin, “Konsoliasi”, dalam https://kbbi.web.id/konsiliasi diakses 
10/10/2017 
20 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3. 
21 Salim H. S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 155. 
22 Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: Grasindo, 
2002), h. 1. 
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Subekti menyatakan, bahwa arbitrase adalah 
penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang 
hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para 
pihak yang tunduk pada atau menaati keputusan yang 
diberikan oleh hakimyang mereka pilih.23 
Poerwosutedjo yang menggunakan istilah perwasitan 
untuk arbitrase ini menyatakan bahwa perwasitan 
adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak 
bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak 
mereka yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa 
dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang 
ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya 
mengikat bagi kedua pihak.24 
Manurut Gunawan Widjaja arbitrase adalah suatu 
bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang 
melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih 
hakim swasta, yang disebut arbiter.25 Sedangkan 
pengertian arbiter itu sendiri menurut UU Nomor 30 
tahun 1999 adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh 
pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 
 
4. Penyelesaian Hukum Sengketa Antara Nominee Dan 
Beneficiary 
Sengketa yang terjadi antara orang yang namanya 
tertera pada sertifikat hak atas tanah dan orang yang 
namanya tidak tertera dalam sertifikat dalam perselisihan 
mengenai perjanjian kepemilikan bersama dapat 
diselesakan melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian 
sengketa melalui lembaga pengadilan. Karena Lembaga 
                                                        
23 Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 1. 
24 M. N. Poerwosutedjo, Pokok-Pokok Hukum Dagang Perwakilan, 
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 1. 
25 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, h. 3 
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pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi 
kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa 
dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Jika para pihak yang bersengketa tidak ingin 
menyelesaikan perkara mereka memalui jalur litigasi atau 
melalui lembaga pengadilan, masih terdapat jalan keluar 
untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melaui jalur 
non-litigasi. Adapun jalur non-litigasi yang dapat dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa antara lain negosiasi, mediasi, 
konsiliasi dan arbitrase. dari keempat bentuk penyelesaian 
sengketa tersebut, para pihak dapat memilih salah satu 
untuk menyelesaiakan perselisihan mereka. 
Jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui 
negosiasi, yaitu dengan cara pihak yang namanya tertera 
dalam sertifikat membuat penyelesaian dengan pihak yang 
namanya tidak tertera dalam sertifikat tetapi pihak dalam 
kepemilikan bersama dengan membuat suatu penawaran 
penawaran atau penyelesaian yang sekiranya 
menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak 
ketiga. Jika proses negosiasi mengalami kebuntuan karena 
para pihak yang bersengketa merasa kepentingannya belum 
terpenuhi dan belum menemukan jalan keluar, maka para 
pihak dapat mealakukan persertujuan untuk menarik pihak 
ketiga guna menengahi permasalahan tersebut, sehingga 
bentuk penyelesaian akan berubah menjadi mediasi. 
Mediator atau pihak ketiga yang ditarik oleh para 
pihak untuk membantu melakukan penyelesaian sengketa 
melalui mediasi tersebut tidak memihak salah satu pihak, ia 
menjadi penengah dan tidak berwenang memutus sengketa 
tersebut. Mediator hanya member masukan-masukan yang 
sekiranya dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. Para pihak yang bersengketa juga tidak 
wajib untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator 
selama proses mediasi berlangsung, para pihak secara 
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sukarela mentaati kesepakatan yang dibuat dalam proses 
mediasi yang dibantu oleh mediator tersebut. 
Para pihak yang bersengketa juga bisa memilih 
bentuk penyelesaian yang lain selain dari negosiasi dan 
mediasi, yaitu konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa 
mereka. Jika pihak penengah dalam mediasi disebut 
mediator, maka pihak penengah dalam konsiliasi disebut 
konsiliator, konsiliator inilah yang akan membantu para 
pihak yang bersengketa untuk membuat perdamaian dan 
menyelesaikan perkara mereka. Selain konsiliasi para pihak 
yang bersengketa juga bisa memilih jalur arbitrase. 
Pihak ketiga yang menengahi arbitrase atau mediator 
dalam proses arbitrase berbeda dengan mediator dan 
konsiliator karena arbitrator berweanng untuk memutus 
sengketa para pihak yang berselisih berdasarkan bukti-bukti 
yang diajukan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang 
bersengketa juga wajib untuk mentaati putusan yang dibuat 
oleh arbitrato karena putusan arbitrase bersifat mengikat 




Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka bisa 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelindungan hukum pihak beneficiary atau yang menjadi 
pihak dalam perjanjian kepemilikan bersama tetapi 
tidak tertera dalam sertifikat hak atas tanah dari 
kecurangan atau tindakan yang merugikan yang 
dilakukan oleh nominee atau pihak dalam perjanjian 
kepemilikan bersama yang namanya tertera dalam 
sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan melalui sarana 
perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 
represif yang dapat ditempuh yaitu penyelesaian 
perselisihan di pengadilan. 
2. Penyelesaian hukum sengketa antara pihak nominee 
atau pihak dalam perjanjian kepemilikan bersama yang 
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namanya tertera dalam sertifikat hak atas tanah dan 
pihak beneficiary atau yang menjadi pihak dalam 
perjanjian kepemilikan bersama tetapi tidak tertera 
dalam sertifikat hak atas tanah dalam perselisihan 
mengenai perjanjian kepemilikan bersama dapat 
diselesaiakan melalui jalur litigasi, yaitu dengan 
pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke 
pengadilan. Jika para pihak yang bersengketa tidak ingin 
menyelesaikan perkara mereka melalui jalur litigasi 
atau melalui lembaga pengadilan,  jalan keluar lain 
untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melaui 
jalur non-litigasi. Adapun jalur non-litigasi yang dapat 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa antara lain 
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. dari 
keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut, para 
pihak dapat memilih salah satu untuk menyelesaiakan 
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